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TENTANG

PEDOMAN PEHERAPAN STANDAR PELAYANAN DASAR MINIMAL

Menimbang

Mengingat

ans

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

|
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

|

| BUPATI SOLOK,
bahwja untuk menjamin terpenuhinya Pelayanan Dasar
dan J.‘-:[uiu Pelayanan Dasar bagi setiap warga masyarakat
di Kdbupaten Solok, maka dipandang perlu adanya
pedoman penerapan standar pelavanan minimal di
]jnglﬂllngan Pemerintah Kabupaten Solok;
bahwd untuk mewujudkan adanya pedoman penerapan
standar pelavanan minimaol sebagaimana dimaksud dalam
hurul':a. maka perlu dilakukan penyusunan secara bailk,
terem;_l'ana, terarah dan berkesinambungan:
bahwd untuk menjamin  kepastian hukum dalam
pﬁlakz%all_ﬂarl pedoman penerapan standar pelayanan
minimal | sebagaimana dimaksud huruf b, maka periu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
bahwd bérdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan
dcngap Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan
Standpr | Pelayanan  Dasar  Minimal di Lingkungan
i-’t‘me;%inlah Kabupaten Solok;
Unda]:lg—l.:fruiang Nomor 12 Tahun 1956 (enlang
Pembentukan  Daerah Otonom  Kabupaten  dalam
Lingkungan Dacrah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25),



el

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Rt:pui]leﬁk Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembdran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undalg—Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemenintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3587), sebagaimana
telah |diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonéesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negaris Republik Indonesia Nomor 5697);
Peratjrah Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang
Pemindahan lbukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota
Solok | ke Kayu Aro — Sukarami (Arosuka) di Wilayah
Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4447);

|
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 lentang

Tahal:Lan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evalulbtsi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817});

Peratl![Jran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penvelenggaraan
Pemel-im;r:ihan- Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomeor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178},

Peratlran Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang

Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan




Menetapkan

10.

1

13.

14

Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah
Kabupaten/ kota;

Peraturan Menter Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32
Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal
Pendidikan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018
Eentan%g Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar
Fcla}-'a;}}an Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah

|
Kabupaten /Kota;

. Peraturan Menteri Dalam Negern Nomor |14 Tahun 2018

Lr:ntan!{!, Standar Teknis Pelavanan Dasar pada Standar
Fclaj.ralpan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah
Kabu l ten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub-
Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi

dan Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
Lcn-tan'g Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan
Dasar| pada Standar Pelayanan Minimal Bidang

Kesehatan;

MEMUTUSKAN

F‘ERF&TUR’AN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN DASAR MINIMAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan @
1. Daecrah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah | adalah Bupau scbagai Unsur Penyelenggara

Pemerintahan Daerah yvang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan

vang menjadi kewenangan daerah otonom.




2l

10

11.

12,

13.

14,

Bupati adalah Bupati Splok.

Perangkat Daerah E.l:lal‘;’lh unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan vang
menjadi kewenangan Daerah,

Urusan Pemerintahan | Waijlb adalah Urusan Pemerintahan yang wajb
diselenggarakan oleh sgmua Daerah:

Pelayanan Dasar adal Ih pelayvanan publik untuk memenuhi kebutuhan
dasar masyarakat.

Standar Pelayvanan I'-.fIlin'mmi yvang sclanjutnve disingkat SPM  adalah
ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan
Urusan Pemerintahan | Wajib yang berhak diperoleh setiap masyarakat
secara minimal, |

Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM vang dimulai dari tahapan
pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan
Dasar, penvusunan | rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan
pelaksanaan pemenuhdn Pelayanan Dasar.

Kebutuhan Dasar Warga Negara /masyarakat adalah barang dan/atau jasa

! | : .
dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap

individu agar dapat hidup secara layak.

.Jenis Pelayanan Dasar'[ adalah jenis pelavanan dalam rangka penyediaan

barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap
masyarakat secara mi I'matl.

Mutu Pelayanan Dase}r adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang
dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal
dalam Pelayanan Dasal'r sesual dengan Standar Teknis agar hidup secara
lavak.
Program adalah penja'hﬂ.mn kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk
upaya vang berisi saty atau lebih kegialan dengan menggunakan sumber
daya yang disediakan |uniuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan

tugas dan fungsi,

Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan
oleh Perangkat Daer?l,lh untuk menghasilkan keluaran dalam rangka
mencapai hasil suatu program.

Kinerja adalah keluaran/ hasil dari Kegiatan,/Program vang akan atau telah
dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan

kualitas yang terukur.



15,

16,

17.

18.

19.

20,

21.

22,

23.

Indikator Kinerja adalah tanda vang berfungsi schagai alat ukur
pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran
atau hasil.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjulnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5

(lima) tahun.

Rencana Pembangungn Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD

adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)
tahun. T

Rencana Kerja Perangkal Daerah vang selanjutnya disebut Renja PD
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.
Anggaran Pendapatan| dan Belanja Dacrah vang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah vang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.
Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran vang
bersangkutan.
Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran vang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.
Standar Teknis adalah|standar jumiah dan kualitas barang dan/atau jasa,
sumber daya manusig dan petunjuk twknis atau tata cara pemenuhan

standar.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi

| I
Perangkat Daerah dalam menetapkan SPM sesuai lingkup tugas dan

fungsinya.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin pemenuhan

mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secard

minimal.
|

Fly




(1)

12)

(1)

HRE

BAB II
TAHAPAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis

Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh
oleh masyarakal secara minimal.

Penerapan SPM | sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diprioritaskan bagi masyarakat yang berhak memperoleh
Pelavanan Dasar lecara minimal sesuail dengan Jenis Pelayvanan

Dasar dan Mutu Peiayanan Dasarnva.

Pasal 5
Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang
wajib dilaksanakanioléh Daerah, terdiri atas:

a. pendidikan anaik usia dini;
b. pendidikan das![ar;
c. pendidikan kesetaraan;
d. pelayanan kes#hata_n ibu hamil;
e. pelayvanan kes ‘hatan ibu bersalin;
f. pelayvanan I{F;sihatan bayi baru lahir;
g. pelayanan kt:st!thattan balita;
h. pelayanan keschatan pada usia pendidikan dasar;
i, pelayanan kesehatan pada usia produktif;
j. pelayanan kcséhal:ﬂn pada usia lanjut;
k. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
pelayanan kr-:si:hatan penderita diabetes melitus;
m. pelayanan ke sel[hatanurang dengan gangguan jiwa beral;
n. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
o. pelayanan kesi:hatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang

melemahkan daya  tahan tubuh manusia (Human
Immunodeficiency Virus);
pemenuhan kt?butuhun pokok air minum sehari-hari;
penyvediaan pc:la_vunan pengolahan air limbah domestk;

r. penyediaan da!m rehabilitasi rumah yang layak huni bagi
korban bencana kabupaten;

s. fasilitasi pen}rfl:diaan rumah vang lavak huni bagi masyarakat

vang terkena r'F:Iukasi program Pemerintah Daerah kabupaten;



(2)

pelavanan ketenteraman dan ketertiban umum;

pelayanan informasi rawan bencana;

pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana,
pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;

pelayanan penyelamatan dan evakuasi  korban kebakaran;

< % g2 E T

rehabilitasi sosial dasar penvandang disabilitas terlantar di

luar panti;
z. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
aa. Rehabilitasi so.‘%iaj dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
bb. rehabilitasi sosial dasar tuna social khususnya gelandangan
dan pengemis Ii lnar panti;dan
ce. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah
tanggap damrﬁl hencana bagi korban bencana kabupaten.
Ketentuan mengefnai Mutu Pelayanan Dasar secbagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan Standar Tekms yang
diatur oleh menéeri teknis yang menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan Wajih vang berkaitan dengan Pelayanan Dasar
setelah berkuurdit!iasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui
Direktur Jenderal éin-a Pembangunan Daerah.

Pasal 6

Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

|
dilakukan dengan tahaf)an:

=

b
e
c

(1)

pengumpulan data;

penghitungan kebqutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
I

penvusunan rem:ani:a pemenuhan Pelayanan Dasar, dan

pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Bagian Kedua
Pengumpulan Data
Pasal 7

Pengumpulan datg scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a

mencakup:

a. jumlah dan dentitas lengkap masyarakal yang berhak
memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara
minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu
Pelayvanan Dagarn}’a serta khusus pengumpulan data untuk
penerapan _SPM pendidikan Daerah mencakup jumlah dan
identitas ltllgk?_p seluruh masyarakat yang berhak memperoleh



barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal; dan
b. jumlah barang qan,’atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah
sarana dan prasarana vang tersedia,

(2) Pengumpulan dan Ipendataan sebagaimana dimaksud pada avat
(1) sesuai dengan Sl,l:and;-u* Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian
target 100% {ﬁc:rau.lﬁ persen) dari Target dan Indikator penerima
layvanan setiap tahun.

(3) Target dan Indikator penerima layanan setiap tahun dari masing-
masing urusan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tercantum dalam | Lampiran yang mecrupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4) Hasil pendataan vang dilakukan oleh Perangkat Daerah pada ayat
(2) diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah
|

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar
| Pasal 8

(1) Perangkat Daerah| menghitung selisth  kebutuhan terhadap
ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau
prasarana berdasarkan jumlah masyarakat penerima dan Mutu
Pelayanan Dasar sesuail dengan Standar Teknis SPM.

(2) Ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari
pihak Badan Usa la Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah,
swasla, mas_'-.farakal-ll dan/atau Pemerintah Daerah.

(3) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan untuk enyusun kebutuhan pemenuhan Pelayanan
Dasar berpedoman |pa;da Standar Biaya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal ©

(1) Perangkat Daerah menghitung masyaralkat penerima Pelayanan
Dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa yang
telah tersedia.

(2) Masyarakat penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu
sebagaimana dima‘:ésu_’d pada avat (1) dikarenakan:
a. miskin atau tida!}k mampu sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

¥




(1)

(2)

(3)

b. sifat barang dan/atau jusa vang tidak dapat diakses atau
dijangkau sendiri;

i |
kondisi bencana) dan/atau

pe

d. kondisi lain vang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi

sendiri.

Bagian Keempat
Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar
Pasal 10

Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan

Dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan sebagaimana
dimaksud dalam Fa[:iul 8 avat (3) dan Pasal 9 ayat (1) yang dimuat
dalam dokumen RPJMD dan RKPD.

Perangkat Daeralh memprioritaskan  penyusunan rencana

pemenuhan Pc]a_ﬂ:Lnan Dasar sesual dengan penghitungan

kebutuhan sebagair!nana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Renstra

PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Rencana pemenuhan Pelavanan Dasar merupakan salah satutolok

ukur kinerja penyelilenggaraan Pemerintahan Daerah.

| Pasal 1|1

Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yvang dimuat

dalam dokumen RI:&JMD secbagaimana dimaksud dalam Pasal 10

ayat (1) dilakukan pada saat perumusan meliputi:

a. gambaran umum kondisi Daerah, khususnya dikaitkan dengan
penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar
oleh Pemerintah Daerah;

b. gambaran pﬂnéelolaan keuangan Daerah serta kerangka
pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran
vang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar,

c. permasalahan dan isu strategis Daerah, khususnya dikaitkan
dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk masing-
masing Urusan Ft‘ﬂlt‘]'irl tahan Wajib Pelayanan Dasar;

d. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah,
khususnya dikalitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam

menyusun ar | kebijakan dan merumuskan program dalam




(2)

(3)

pemenuhan kebutuhan dasar;

e. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat
Daerah, khusu%nya dikaitkan dengan program Perangkat
Daerah dan pendanaan vang diperuntukkan dalam pemenuhan
kebutuhan dasa.I; dan

f. kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnyva
dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian
pemenuhan keht!rltuhan dasar.

Penyusunan rcnca_tT'a pemenuhan Pelayvanan Dasar vang dimuat

dalam dokumen REKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

ayat (1) dilakukan pada saat perumusan meliputi:

a. gambaran umunél kondisi Daerah khususnva dikaitkan dengan
penvelenggaraan dan  pencapaian program dan kegiatan
Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar;

b. kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan
dengan bt::saralrn anggaran vyvang diperuntukkan  bagi
pemenuhan kebutuhan dasar;

c. sasaran dan prigritas pembangunan daerah, khususnya untuk
memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam
rencana kerja taﬁll UTIATL;

d. rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan
dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatl dan
sumber pendanaan vang disusun dalam  pencapaian
pemenuhan kebutuhan dasar; dan

e. kinerja penyelgnggaraan Pemerintah Daerah, khususnya
dikaitkan denga‘{n indikator kinerja daerah dalam pencapaian
pemenuhan kebutuhan dasar,

Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yvang dimuat

dalam dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal

10 ayat (2) dilakukan pada saat perumusan meliputi:

a. gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan
dengan capaian !:dan pemenuhan kebutuhan dasar;

b. permasalahan d! n isu strategis Perangkat Daerah, khususnya
dikaitkan dengaﬁ permasalahan pokok vang dihadapiPerangkat

Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;

s AEE—

n
-



(4)

(1)

(2)

0

tujuan dan sasaran, khususnva dikaitkan dengan penjabaran
kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan
dasar;
d. strategi dan arah kebijakan, khususnva dikaitkan dengan
memperhatikan | permasalahan dan isu strategis dalam
pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;

e. rencana program dan Kegiatan serta pendanaan, khususnva

dikaitkan dengan program, kegilatan, dan alokasi dana indikatif
dan sumber péndanaan yang disusun dalam pencapaian
pemenuhan kebutuhan dasar; dan

f. kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan
dengan indikator kinerja dacrah dalam pencapaian pemenuhan
kebutuhan c:l‘aszul‘.

Penyusunan pencapaian rencana pemenuhan Pelayvanan Dasar

vang dimuat dalam dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 E—Zl}'?&li (2) dilakukan pada saal perumusan meliputi:

a. hasil evaluasi Fcﬂja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan
dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan
dasar; |

b. tujuan dan sasaran Perangkat Daecrah, khususnya dikaitkan
dengan pt:njab! ran kebijakan Perangkat Daerah dalam
pemenuhan keblul,uhan dasar; dan

c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya
dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif
dan sumber pendanaan vang disusun dalam pencapaian

pemenuhan kebutuhan dasar,

Pasal 12
Perangkat Daerah yvang melaksanakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang perencanaan memastikan program dan
kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dimuat dalam dokumen
RP.JMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
Perangkat Daerahi memprioritaskan anggaran program dan
kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam

dokumen RPJMD, #{cnstra PD, RKPD dan Renja PD.



(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran program
dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD.

Dalam mﬁmaslikanl anggaran program dan kegiatan didasarkan
pada rencana pdmenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Bagian Kelima
Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar
Pasal 13

Perangkat Daerahl melaksanakan  program dan  kegiatan

pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan
Pelayanan Dasar se%maga‘jmana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Perangkat Daerah i:mt:net.apkan targel pencapaian program dan
kegiatan berdasarkhn data jumlah penerima Pelayanan Dasar

yang diperolch setiap tahunnya.

Pasal 14

Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana

dimaksud dalam lﬂi‘asal 13 ayat (1) berupa penyediaan barang

dan/atau jasa yang dibutuhkan dan/atau melakukan
kerjasama dacrai[1 sesuai  dengan  kKetentuan  peraturan
perundang-undangan.

Pelaksanaan pﬁ.‘lﬂ(%l’il..lhi:ll'i Pelayanan Dasar bagl masyarakat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 avat (1) Pemerintah Daerah

dapat:

a. membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi
masyarakal yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara
minimal, dengar:l memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau
tidak mampu s¢suai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan/atau

b. memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan
barang dan/atau jasa, kuporn, subsidi, atau bentuk bantuan
lainnya.

Penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan sebagaimana

dimaksud pada avat (1) diterapkan sesuai dengan Standar Teknis
SPM.




(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Kerjasama dacrah stbagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukan
oleh Pemerintah Dderah dalam rangka pelaksanaan pemenuhan

Pelayanan Dasar sesuai dengan kelentuan peraturan perundang-

undangan,
BAB 111
KOORDINASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
|
Pasal 15

Bupati mengoordipasikan pelaksanaan  pencrapan SPM  di
Kabupaten Solok.

Koordinasi Scbagairfmna dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. penerapan, pemarntauan dan evaluasi SPM: dan

b. penanganan ist d:an permasalahan penerapan SPM.

Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada avat (2)

dibentuk Tim Penera;ran SPM Daerah,

Pasal 16
Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat

(3) ditetapkan deng,'sm Keputusan Bupati.

Susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdir| atas |

a. Penanggung Jawab @ Bupati

b, Ketua : Sekretaris Daerah;

¢. Wakil Ketua . Kepala Perangkat Daerah yang
membidangi urusan perencanaan;

d. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan

e. Anggota : 1, Kepala Perangkat Daerah yang

membidangl urusan pengawasan;

2. Kepala Perangkat Daerah yang
membidangi urusan keuangan,

3. Kepala Perangkalt Daerah yang
membidangi urusan pendidikan;

4. Kepala Perangkat Daerah yang
membidangi urusan keschatan;

5. Kepala Perangkat Daerah yang
membidangi urusan pekerjaan

umum dan penataan ruang;



6. Kepala Perangkat Daerah yang
membidangi urusan perumahan
dan pemukiman;

7. Kepala Perangkat Daerah yang
membidangi urusan ketentraman,
ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat;

8, Kepala Perangkat Daerah yang
membidang urusan sosial;
dan/atau

g, Jabatan lain sesual dengan
kebutuhan daerah.

Pasal 17

(1) Sekretariat Tim Pez:mrapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16 berkedudukan di Bagian Tata Pemerintahan

Sekretariat Daerah.

(2) Tim Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

16

a.
b.

avat (1) mempunyvai tugas meliputi:

menyusun rencana aksi penerapan SPM;

melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat
Daerah pengampu SPM;

mcngkourdinaﬁikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi
terhadap data terkait kondisi penerapan SPM sccara periodik;
mengkoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen
perencanaan seT‘ta mengawal dan memastikan penerapan SPM
terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan
umum dan teknisnya;

mengkuurdinasillgan intcgrasi  SPM ke dalam  dokumen
penganggaran s¢ria mengawal dan memastikan penerapan SPM
terintegrasi ke d:ﬂfam APBD;

mengkuardinasir:an dan mengkonsolidasikan sumber
pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan
SPM Daerah;

mengkuardinaai!};aﬂ perumusan strategi pembinaan teknis

penerapan SF’M| Daerah;

. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM Dacrah;

melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan
|

masyvarakat sub'rtgaj penerima manfaat,



j. menerima dan njenindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait

penerapan SPM|dan mengkonsolidasikan laporan penerapan
dan pencapaian SPM Daerah, termasuk laporan yang
disampaikan masyarakat melalui Sistem Informasi
Pembangunan Daerah yang terintegrasi; dan

k. mengkoordinasikan pencapaian pelaksanaan SPM berdasarkan

Laporan Penvelepggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Daerah
dan melakukan analisis sebagas Rekomendasi untuk

perencanaan tahun berikutnya.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 18

Pembiayaan penerapan| SPM di Kabupaten Solok dibebankan pada
I

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lainnya yang

sah dan tidak rn::ngikau:

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

BAB V
PELAPORAN PE!{ERAPAH STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 19
Pelaporan penerap;%‘m SPM dimual dalam Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD) dan disampaikan sesuair dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan
penyelenggaraan F%rmcrintahan Daerah.
Materi laporan pénerapan SPM paling sedikit memuat hasil,
kendala dan ketersediaan anggaran dalam pencrapan SPM.
Bupati mt:nya_mpai:ikan laporan SPM Daerah kepada Gubernur
Sumatera Barat dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri
melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah,
Format laporan penerapan SPM sebagaimana lercantum dalam
Lampiran vyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini,

| Pasal 20

| _ :
Pemerintah Daerdh Kabupaten Solok menyampaikan laporan
penerapan  SPM ;pa[ing lambat 3 (uga) bulan setelah tahun

anggaran berakhir;

)y



(2) Laporan Pemerintah Daerah merupakan dasar bagi penetapan
mmsentif dan disinsentif dacrah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan,

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

(1) Bupati melakukan | pembinaan dan pengawasan penerapan SPM

Daerah.

(2) Pembinaan dan pengawasan schagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten Solok,

Ditetapkan di Arosuka
Pada tanggal & oexoeec 2020

BUPATI SOLOK,

’/.."'"

GUSMAL
Diundangkan di Arosuka

Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,
1
ASWIRMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2020 NOMOR <o




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 80 torwo ao2o
TANGGAL : 1% oprevec ne2e

A. FORMAT LAPORAN UMUM TAHUNAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN
!
SPM PEMERINTAHAN| DAERAH KABUPATEN SOLOK

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan
atau dasar pertimbangan mengapa pemerintahan daerah
memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah

peraturan perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM
Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan
yvang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh
Pemerintahan Daerah.

C. KEBIJAKAN UMUM
Kebijakan umum menggambarkan kebiyjakan umum daerah
yang dimual dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM
vang dituangkan dalam RPJMD.

D. ARAH KEBIJAKAN
Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen vang
telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah selama satu tahun
anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM vang

dituangkan dalam KUA.

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM
A. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN
Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi
pangkal dari | munculnya pelayanan dasar vang telah

ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.




i

. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelavanan dasar yvang
diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah

ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah.

. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapalan adalah tlarget yang ditetapkan oleh

Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun
! ; ;
waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayvaannya.

. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapal atau
direalisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu)
tahun anggaran dan membandingkannya dengan
rencana target vyang ditetapkan sebelumnya oleh

pemerintahan daerah yang bersangkutan.

. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan
tidak langsung vang diletapkan dalam APBD dalam rangka
penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah,
vang bersunmber dari :

a. APBD;

b. APBN:; dan

c. Sumber dana lain yang sah.

. Dukungan F\:‘trﬁuﬂii

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau
pegawai vang lerlibat dalam proses penerapan dan

pencapaian SPM.

. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan
yang dihadapi dalam pencrapan dan pencapaian SPM, baik
permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah

penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

B. BIDANG URUSAN KESEHATAN

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi

pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah

ditetapkan SPM-nva oleh Pemerintah,

L



1. Jenis Pelayanan Dasar
Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dasar yang
diselenggarakan oleh pemerintahan daerah vang telah

ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah.

2. Target Fﬂnuapuian SPM oleh Daerah
Target penciipajan adalah target yang ditetapkan oleh
Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun
waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiavaannya.

3. Realisasi
Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau
direalisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu]
tahun anggaran dan membandingkannya dengan
rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh

pemerintahan daerah yang bersangkutan.

4. Alokasi Anggaran
Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan
tidak langsung vang ditetapkan dalam APBD dalam rangka
peneraparn t;-lan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah,
vang bersumber dari :
a. APBD;
b. APBN; dan

¢. Sumber| dana lain yang sah.

5. Dukungan Personil
Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau
pegawal Vang rerlibat  dalam proses penerapan dan

pencapaiar SPM.

6. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan
yang dihadapi dalam pencrapan dan pencapaian SPM, baik
permasalahan cksternal maupun internal, dan langkah

penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

C. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM
Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wapb yang menjadi
pangkal dadi munculnyva pelayanan dasar yang telah

ditetapkan SPM nya oleh Pemeritah.

an



D.

3

1. Jenis Pelayanan Dasar
Jenis pelavanan dasar adalah jenis pelayanan dasar yang
diselenggarakan oleh pemerintahan dacrah yang telah

|
ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah,

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah
Target penchpaian adalah target yang ditetapkan oleh
Pemerintahah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun
waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Realisasi
Realisasi adalah target vyang dapat dicapai atau
direalisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu)
tahun anggaran dan membandingkannya dengan
rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh

pemerintahan daerah yang bersangkutan.

4, Alokasi Anggaran
Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan
tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka
penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah,
yang bersumber dari :
a. APBD;
b. APBN,; dan
c. Sumber/dana lain yang sah,

5. Dukungan Personil
Dukungan ;p’EFS{)'ﬂil menggambarkan jumlah personil atau
pegawai yang terlibal dalam proses penerapan dan

pencapaian SPM.

6. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan
vang dihadapi dalam pencrapan dan pencapaian SPM, baik
permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah

penyelesaian permasalahan yang diternpuh.

BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT
Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi
pangkal daril munculnya pelayanan dasar vyang telah

ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.



1. Jenis Pelayanan Dasar
Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dasar yang
diselenggarakan olch pemerintahan daerah vang telah

ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah.

2. Target Pencapalian SPM oleh Daerah
Target pencapaian adalah targel yang ditetapkan oleh
cht‘riﬂtahﬂ!l'l Daecrah dalam mencapai SPM selama kurun
waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Realisasi
Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau
direalisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu)
tahun anggaran dan membandingkannya dengan
renicana L:e:;u_rget yang ditetapkan sebeclumnya oleh

pemerintahi—:m daerah yang bersangkutan.

4., Alokasi Anggaran
Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan
tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka
penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah,
yang bersumber dari :
a. APBD,
b. APBN; dan
c. Sumberdana lain yang sah.

5. Dukungan Personil
Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau
pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan

pencapaian SPM.

6. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan
yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik
permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah

penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

. BIDANG URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM

DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT
Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib vang menjadi

pangkal dari| munculnya pelayanan dasar vang telah



ditetapkan SPM -rx_va oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar
Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dasar yang
diselenggaralllﬂn oleh pemerintahan daerah yang telah

: | .
ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah
Target pﬁnciapaian adalah target vang ditetapkan oleh
Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun
waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Realisasi
Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau
direalisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu)
tahun anggaran dan membandingkannya dengan
rencana tiilrg,{.‘L yang ditetapkan sebelumnya oleh
pemerintahan daerah yang bersangkutan.

4. Alokasi Anggaran
Alokasi anggman adalah jumlah belanja langsung dan
tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka
penerapar dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah,
yang bersumber dari :
a. APBD;
b. APBN; dan

¢. Sumber dana lain yang sah.

cn

. Dukungan Personil
Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau
pegawai vang tlerlibat dalam proses penecrapan dan
pencapaian! SPM.
6. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan
vang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik
permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah

penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

F. BIDANG URUSAN SOSIAL
Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi

pangkal dari munculnya peclayanan dasar wyang telah




ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

;B

Jenis Pﬁia}'aljan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dasar yang
diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah

ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah.

. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh
Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun

waktu tertentu, termasuk perhitungan pembilayaannya.

. Realisasi

Realisasi adalah target vang dapat dicapai atau
direalisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu)
tahun anggaran dan membandingkannya dengan
rencana ta-rget yvang ditetapkan sebelumnya oleh

pemerintahan daerah yang bersangkutan.

. Alokasi Anggaran

Alokasi anglgaran adalah jumlah belanja langsung dan
tidak langsuirug yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka
penerapan dian pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah,
vang bersumber dari @

a. APED;
k. APBN; dan

c. Sumber dana lain yang sah.

. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau
pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan

pencapaian SPM.

. Fennasa_tah:an dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan
yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik
permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah

penyelesaian permasalahan yang ditempuh,



|
A

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapalan

SPM.

BAB IV PENUTUP

B. TARGET DAN INDIKATOR PENERIMA LAYANAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL

1. PENDIDIEKAN ) _
| | Jenis | Batas
i Target
No Pelayanan Indikator Pencapaian Waktu
' Capaian |
Dasar i Pencapaian
El 2 | 3 4 5
i Pendidikan | l";'(-_‘rf:s-(‘: ntase masyarakat Usig
1 Dasar T-12 Tahun yang Setiap
herpartisipasi dalam 100% | Tahun
pendidikan dasar SD/Mi ) . —
Persentase masvarakat Usia
I 1 2-15 Tahun yang Setiap
| $¢rpartisi pasi dalam 100 % ‘ Tahun
pendidikan dasar SMP/MTs
| 2 oo Perseniase masyarakat Usia 7—
| licndldlk‘m 18 Tahun  vang  belum
Kesetaraan menyelesaikan pendidikari Setiap
! i IUU D./U
dasar dan atau menengahl Tahun
‘ yang  perpartisipasi dalam]l
pendidikan kesataraan ,
3 | Pendidikan Persentase masyarakat Usia 5- ‘
| Anak Usia © Tahun yang berpartisipasi 100 % ‘ Setiap
Diti dalam pendidikan PAUD Tahun
i ]
2. KESEHATAN =
| Jenis Parect Batas
No |  Pelayanan Indikator % Waktu
| : Capaian i
_ Dasar Pencapaian Capaian
E1 | B 3 4 5 AI
! ‘ Pelayanan Persentase ibu harnil .
' Kesehatan Ibu | mendapatkan pelayanan 100 % E:etnap
. 2 ; I Tahun
| | Hamil | kesehatan ibu hamil |
| 2 | Pelayanan | Persentase Ibu Bersalin ' ,
Kesehatan Ibu mendapatkan pelayanan 100 Y% .?:ES?}
| Bersalin persalinan _
3 | Pelayanan | Persentase Bayi Baru Lahir | .| .
Kesehatan Bayfii mendapatkan pelayanan 100 % | '?;Eiﬁ

Baru Lahir

| kesehatan bayi baru lahir |

n




4 ‘ Pelayanan | Cakupan pelayanan | Setiap
kesehatan balita | kesehatan balita sesuai 100 % Fakitits
| | standar |
5 | Pelayanan | Persentase anak usia
| kesehatan pada | pendidikan ~ dasar  yang Setiap
usia pendidikan | mendapatkan pelayana 100 % Tahun
| dasar kesehatan sesuai standar j
& | Pelayanan ersentase orang usia 15—59‘
kesehatan pada tahun mendapatkan 100 % Setiap
| usia produktif _L.skr_ining kesehatan sesuat | Tahun
| | standar - |
T F‘f‘.la}raﬁan Perscntase masyarakal usia
kesehatan padal ;ij(} talhun ke atas 160 % Setiap
usia lanjut imendapatkan skrinin Tahun
'kesehatan sesuai standar
& | Pelayanan 'Persentase penderita
kesehatan hipertensi yang mendapatkan 100 % Setiap
penderita pelayanan kesehatan sesuai Tahun
| hipertensi |standar i
9 | Pelayanan Persentase penderita diabetes
kesehatan melitus vang mendapatkan Setia
penderita pelavanan kesehatan sesuai 100 % Tahuﬁ
diabeles standar
_ Melitus
10 | Pelayanan Persentase orang dengan
kesehatan gangguan jiwa beral yang Setiap
orang dengan mendapatkan pelavanarn 100 % Tehun
gangguan jiwa kesehatan scsual standar
- berat
11| Pelayanan Persentase orang terduga
kesehatan tuberkulosis mendapatkan i Setiap
orang terduga pelayanan kesehatan sesuat 100 % Tahun
tuberkulosis standar
12 | Pelayanan Persentase orang dengan
kesehatan risiko terinfeksi Human .
orang dengan Immunodeficiency Virus (HIV)
risiko terinfeksi | mendapatkan pelayanan
virus yang deteksi dini HIV sesuai Setia
melemahkan standar 100 % Tahuﬁ
daya tahan
| tubuh manusia
(Human
hnmunodeficie
ncy Virus)
3. PEKERJAAN UMUM
Jenis
No Pelayanan Indikator Targ_et Batas
Dasar Pencapaian Capatan | Waktn
Capaian
1 2 3 4 5
1 | Pemenuhan || Persentase jumlah ruma
kebutuhan tangga vang mendapatkan
pokok air akses terhadap air minurr}l 100 % Setiap
minum sehari - | melalui SPAM jaringar‘{ Tahun
T hari || perpipaan dan bukan




[ i__iaringan perpipaan

terlindungi terhadap seluruh
irumah tangga di Daerah |
2 | Penyediaan \Persentase jumlah rumah |
pelavanan yang memperoleh layvanan
pengolahan air ||pengolahan air limbah 100 %4 Sctiap
limbah domestik ' Tahun
domestik
4. PERUMAHAN RAKYAT
Jenis
No| Pelayanan Indikator CTarget ;a;as
Dasar Pencapaian apalan axin
Capaian
1 2 || 3 4 5
1 | Penyediaan dan | Persentase jumlahl
rehabilitasi penvediaan dan rehabilitas
rumah vang rumah layak huni bag _
layak huni bag !kc:rban bencana kabupatﬂr\] 100 9% Setiap
korban bencana | terhadap total rencana unit Tahun
kabupaten !rrur;nah korban bencana vang
Eakan ditangani
2 | Fasilitasi Persentase  jumlah  rumah
penyediaan tangga penerima fasilitasi
rumah layak penggantian hak atas
huni bagi penguasaan tanah dan/atau
masyarakal bangunan + rumah tangga
yang terkensa cnerima subsidi uang sewa ' :
relokasi program 4 rumah tangga penerima 100 % Setiap
. | ; Tahun
permnda penyediaan  rumah layvak
i—huni terhadap jumlah total
rumah tangga terkena
relokasi program pemerintah |

lﬂaerah vang mementthi

| krileria penerima pelavanan

5. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN

MASYARAKAT
Jenis Indikator Batas
I H Tﬂl’gﬂt Waktu
No Pelayanan Pencapaian c :
Dasir _| ApRSAR | Capaian
1 2 | 3 _' 4 ' 5
1 | Pelayanan ;F’erj'santase masyarakat yang 1
ketentraman memperoleh pelayvanan
dan ketertiban | kerugian malteril dan/atau Setiap
| v . 100 %
| Umum pengobatan akibat dan Tahun
penegakan  hukum  Perda
_ dan perkada

A




Pelayanan
informasi

| rtawan bencana

Persentase jumliah
imasyarakat yang berada di
kawasan rawan bencana dan
vang berpotensi terpapar
bencana memperoleh
informasi rawan bencana
sesual jenis ancamarn
bencana terhadap jumlah
keseluruhan masyarakat
yvang berada di kawasan
rawan bencana

100 %

Setiap
Tahun

Pelayanan
pencegahan
dan
kesiapsiagaan
terhadap
bencana

Persentase jumlah masyarakat
yvang mendapatkan pelathan
kesiapsiagaan terhadap
| bencana + masyaraksat yang
mendapatkan layanan
pusdalops penanggulangan
bencana dan sarana
Prasaran:a penanggulangan
bencana + masyarakat yang
mendapatkan peralatan
perlindungan terhadap jumlah
masyarakal yang berada di
kawasan rawan bencana

100 %

Setiap
Tahun

Pelayanan
penyelamatan
dan evakuasi
korban
bencana

Persentase jumlah korban
berhasil dicari, ditolong dan
dievakuasi terhadap
kejadian bencana

100 %

Setiap
Tahun

Pelayanan
Penyelamatan
dan evakuas:
korban
kebakaran

Persentase jumlah layanan
pemadaman, penyelamatan

dan evakuasi korban dan
terdampak kebakaran di
Daerah dalam tingkat
wakitu tanggap (response
time) oleh perangkat daerah
pelaksana  urusan/fungsi
pemadam kebakaran
ditambah jumlah layvanan
pemadaman  di Daerah
dalam tingial waktu
tanggap (response time) oleh

relawan kebakaran yang
dibentuk dan/atau di
bawah pembinaan
perangkat dacrah
pelaksana urusan/ flungsi
pemadam kebakaran

terhadap jumlah kejadian
kebakaran di daerah

100 %

Setiap
Tahun




6. SOSIAL

| | Jenis T | | Batas |
o, pelsyanen i | e | S
Dasar | | Capaian |
_1 2 |I 1 3 |I 4 5 |.
1 | Rehabilitasi Persentase penyandang | |
sosial dasar disabilitas terlantar yang
penyandang terpenuhi kebutuhan | Setiap
disabihtas dasarnya di luar panti | 100 % Tahun
terlantar di luar |
panti
2 | Rehabilitasi Persentase anak terlantar
soslal dasar wang terpenuhi  kebutuhan " Setiap
anak terlantar |/dasarnya di luar panti 100 Tahun
diluar panu |
3 | Rehabilitasi [|Persentase  lanjut usia '
sosial dasar terlantar yang terpenuhi )
lanjut usia kebutuhan dasarnya di luar 100 % ?;Eiﬁ
terlantar diluar ||panti
panti
4 | Rehabilitasi Persentase gelandangan )]
sosial dasar dan pengemis yang
tuna sosial | terpenuhi kebutuhan -
khususnya dasarnya di luar panti 100 % ,?;lt_:zg
gelandangan |
dan pengemis di|
luar panty | :
5 | Ferlindu_n;g'an Persentase korban bencan
dan jaminan alam dan sosial van
sosial pada terpenulbi kebutuha
saat tanggap dasarnya pada saat da )
dan pasca setelah tanggap darura 100 % 'IS:jElliﬁ
bencana bagi bencana Daerah
korban .
bencana
| _ kabuPalcn |
| BUPATI SOLOK,
| 7
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